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PERATURAN WALIKOTA PADANG
NOMOR % TAHUN 2012

TENTANG

PENJABARAN TUGAS POKOEK DAN FUNGSI
DINAS PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIROTA PADANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 70 Peraturan
Daerah Kota Padang Nomor 16 Tshun 2008 tentang
Pembentukan Organisast dan Tata Kerja Dinas Daerah
sebagaimana ielah diubah dengan Peraturan Daerah Kota
Padang Nomor 14 Tahun 2012, perlu menctapkan Pecraturan
Walikota tentang Penjabaran Tupgas Pokok dan Fungsi Dinas
Pendidikan,

Mengingat : 1. Undanpg-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah OQtonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah
Propinsi Sumalera Tenpah [Lembaran Negara Tahun 195&
Nomor 20}

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomeor 55,
Tambahan Lembaran Negara MNomor 3041) sebagsimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1949
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3880);

3. Undeng-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomot
125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),
schagaimana telah diubah beberapa kal terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 {Lembaran Negara
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4844,

4, Undang-Undang Nomer 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Tehun 2011 Nomor 82, Tambaban Lemnbaran Negara

Nomor 5234);

5. Peraturan Pcmerintgh Nomor 17 Tahun 1980 tentang
Perubahian Datas Wilayah Kotamadya Dacrah Tingkar II
Padanpg (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3164);

6. Peragturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Permberhentian
Pegawai Nepgeri Sipil (Lembaran Nepara Tahun 2003 Nomeor
15, Tambahan Lembaran Nepara Nomor 4263) sebagaumnana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun
2009 {Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 164},



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Dacrah (Lembaran Negara Tahun
2005 Nomor 140, Tammbahan Lembaran Negara Nomor 4578);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah,
Pemerintahan Daecrah Propinst, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang
Organisasi Peranghat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007
Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741};

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007
tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menten
Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010;

11. Keputusan Bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Menteri Dalam Negen Nomor
01/SKB/M.PAN/4/2003 Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomeor 8 Tahun
2003 Tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah Dan
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang
Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian
Pegawai Negeri Sipi;

12. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 04 Tahun 2008
tentang Urusan Pemerintahan Kota Padang (Lembaran
Daerah Tahun 2008 Nomor 04};

13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 16 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2008 Nomeor
16, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 14), sebagaimana
telah dinbah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Nomor
14 Tahun 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Tahun 2012
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 54).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENRTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK DAN FUNGSI DINAS PENDIDIKAN.

BAE I
EETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

Daerah adalah Kota Padang;

Walikota adalah Walikota Padang;

Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kota Padang;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kota Padang;
Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pendidikan;

Kepala Bidang adatah Kepala Bidang pada Dinas Pendidikan;

Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas Pendidikan;

Non RN



8. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Pendidikan;

BAB I
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri dari ;

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

2. 8ub Bagian Kenangan;

3. Sub Bagian Program.

c¢. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Nonformal dan Informal {PAUDNI), terdin
dari :

1. Seksi Pendidikan Anaik Usia Dini;
2. Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan;
3. Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat.
d. Bidang Pendidikan Dasar, terdiri dari :
1. Seksi Kuriloulum;
2. Sekst Kesiswaan;
3. Seksi Tenaga Teknis.
e. Bidang Pendidikan Menengah, terdin dari :
I. Seksi Kurikulum;
2. Seksi Kesiswaan,
3. Seksi Tenaga Teknis.
f. Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset terdiri dari :
1. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar;
2. Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah;
3. Seksi Aset.

BAB IIT
PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Kepala Dinas
Pasal 3

L
(1) Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dan memanajemeni —
penyelenggaraan urusan pendidiken dan tugas pembantuan berdasarkan
peraiuran perundang-undangan yang berlaku demi terwujudnya pendidikan
berkualitas, berakhlak mulia dengan sistem pendidikan yang kondusif.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala
Dinas mempunyai fungsi :
a. menyusun kebijakan teknis bidang pendidikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan demi terwujudnya pendidikan yang berkualitas
melalui sistem yang kondusif;



merumuskan sasaran strategis bidang pendidikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan untuk pencapaian pendidikan yang berkualitas,
terhasi dan berdaya guna;

merumuskan program kerja dinas pendidikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan agar penyelenggaraan urusan pendidikan dapat
terukur secara epat dan optimai;

mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pendidikan dengan para
stakeholder terkait berdasarkan peraturan perundang-undangan agar
terwujudnya sinkronisasi kebijakan dengan baik;

menyelenggarakan urusan pendidikan dan tugas pembantuan meliputi
manajemen, penelitian dan pengembangan, berdasarkan peraturan
perundang-undangan yang berlaku  demi  lerwnjudnya  pembangunan
sumber daya manusia yang berkualitas;

mengendalikan penyelenggaraan urusan pendidikan berdasarkan peraturan
perundangan-undangan scbagal bentuk npaya menjaga mutu dan efisiensi
pendidikan;

membina aparatur dalam penyelenggaraan urusan pendidikan sesuai
dengan ketenluan yang berlaku agar pencapaian hasil pelaksanaan tugas
dapat lebih efisien dan efekitif;

mengarahkan penyelenpgaraan urusan pendidikan berdasarkan peraturan
perundang-undungan yang berlaku demi lercapuinya pelaksanaan (ugas
vang tepat sasaran,

mengevaluasi penyelenggaraan urusan pendidikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan guna mengetahui keberhasilan pelaksanaan tugas
secara komprehensif;

melaporkan penyelenggaraan urusan pendidikan secara periodik
berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk
akuntablitas kinerja; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan lugas dan [ungsinya.

Bagian Kedua
Seloaetariat
rasal 4

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sckretaris yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggpung jawab kepada Kepala Dinas.

(2} Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas mengelola urusan
kesekretariatan yang meliputi administrasi umum kepecgawaian, kenangan, dan
program Dinas.

(3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2},
Sekretariat mempunyai funegsi ;

.

h.

Y

merumuskan kebijakan teknis di bidang kesekretariatan,;

melaksanakan pengelolaan urusan administrasi umum meliputi surat-
menyurat, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan, kerumahtanggaan,
hubungan masyarakal dan keprolokolan Dinas;

melaksanakan urusan administrasi kenangan Dinas;

melaksanakan penyusunan prograrn Dinas; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Pasal 5

(1} Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh secrang Kepala Sub E‘_agia.n
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Sekretaris. .



(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris
melaksanakan kegiatan administrasi wumum, kepegawaian, hubungan
masyarakal dan keprotokolan Dinas.

(3) Penjabaran tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat [2) adalah :

a.

b.

ci

menyusun rencana dan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian,
sebagai pedoman pelaksanaan fugas;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkalan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

. menyiapkan bahan penyusunan dan menelash peraturan perundang-

undangan urusan kesekretariatan;

. inelaksanakan kegiatan admimistrasi dan kerumahtanggaan dinas sesuai

dengan ketentuan yang berlaku;
mengatur administrasi dan pelaksanasn surat masuk dan surat keluar
sesuai dengan ketentuan Tata Naskah Dinas yang berlaku;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan pelayanan di bidang kepegawaian linglkup

Dinas;

.mengusulkan kebutuhan dan penempatan tenaga pendidik dan

kependidikan sesual kewenangannya;

mengusulkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan, dan perlindungan
tenaga kependidikan PNS dan Non PNS sesual kewenangannya,
mengumpulkan, mengoreksi, dan penhgolahati data kepegawaian,

. melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan kesejahteraan

pegawai dan pembinaan hukum serta ketatalaksanaan pegawal di lingkup
Dinas;

melaksanakan kcordinasi/konsultasi masalah/urusan kepegawaian dengan
unit kerja lain yang terkait;

.mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas sesuai dengan

ketentuan Tata Naskah Dinas yang akan ditandatangani oleh pimpinan

. melaksanakan pemeliharaan bangunan, pekarangan, kebersihan, ketertiban,

dan keamanan kantor;
melaksanakan penyusunan/pengusulan kebutuhan perlengkapan Dinas
kepada pimpinan,

. melaksanakan pengadaan perlengkapan Dinas;
. melaksanakan pengembangan budaya kerja aparatur di lingkup Dinas;

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada BSekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan administrasi umum dan kepegwaian dalam
rangka pengambilan keputusan fkebijakan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tagas/kegiatan Sub
Bapian Umum dan Kepegawaian, berdasarkan ketentuan peraturan

perundang-undangan; dan

. melaksanakan tupas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Sub Bagian Keuangan
Paxal &

(1} Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawzh dan bertanggung jawab kepada
Sckretaris.

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam
melaksanakan penatausahaan keuangan Dinas.

(2)

(3)

Penjabaran tugas Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2}
adalal: :



(1}

(2}

(3)

a. menyusun rencana dan program kerja Subbagian Keuangan, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

b. membina dan memolivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas,
peningkatan produktivitas, dan pengembangan karier bawahan;

c. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

d. mengonsep, mengoreksi, dan memaraf naskah dinas vyang akan

ditandatangani pimpinan;

. menyiapkan bahan rencana anggaran belanja tidak langsung Dinas;
pelaksanaan penerimaan, pengeluaran dan pertangsungjawaban keuangan
Dinas, sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

g. menelil kelengkapan Sural Perintah Pernbayaran Uang Persediaan, Sural
Perintah Pembayaran Ganti Uang, Surat Perintah Pembayaran Tambahan
Uang, Surat Perintah Pembayaran Langsung pgaji dan Surat Perintah
Pembayaran Langsung pengadaan barang dan jasa;

h. melaksanakan verifikasi Surat Perintah Pembayaran dan menyiapkan Surat
Perintah Membayar di lingkup Dinas;

i. melaksanakan verifikasi Surat Pertanggung Jawaban dan akuntansi
keuangan Dinas:

j. menyiapkan laporan keuangan Dinas;

k. memantau pelaksanaan atau penggunaan anggaran belanja Dinas;

. mengkoordinasikan pelaksanaan penyelesaian laporan hasil pemeriksaan
dan tuntutan perbendaharaan dan tuntutan ganti rugi;

m.melaksanakan koordinasi atau konsultasi masalah kenangan dengan Satuan
atau unit kerja lain yang terkait;

n. melaksanakan pengendalian dan pengawasan keuangan lingkup Dinas;

o. menyiapkan bahan penvusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Sub
Bagian Keuangan;

p. melaksanakan asistensi atau pembahasan rencana angparan Sub Bagian
Keuangan dengan satuan kerja terkait atau Tim atau Panitia Anggaran;

g. memhberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan administrasi keuangan, dalam pengambilan
kepuiusan atau kebijakan;

r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas atau kegiatan Sub
Bagian Keuangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atesan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

™ (D

Paragraf 3

Sub Bagian Program
Pasal 7

Sub Bagian Program dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretans.

Sub Bagian Program mempunyai tugas membantu Sekretaris melaksanakan
urusan perencanaarn, evaluasi dan pelaporan kegiatan Dinas.

Penjabaran tugas Sub Bagian Program sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

adalah:

a. menyiapkan dan menyusun rencana dan program kerja Subbagian
Program, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan tugas dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas pada
bawahan,

c. membina dan memotivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas;

d. memantan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

e. mengonsep, mengoreksi dan memaraf naskeh dinas yang aekan ditanda

tangani pimpinan;



(1)

(2)

3)

i. menyusun rencana dan program kerja Dinas, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas Dinas;

g. mengkoordinasikan pelaksanaan layanan di bidang program kepada unit
organisasi di lingkup Dinas;

h. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Sekretaris, yang
berkaitan dengan kegiatan perencanaan dan program Dinas, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Selcretaris;

j. melaksanakan koordinasi dengan para Kepala Bidang/Subbagian dan para
Kepala Seksi dalam rangka menyusun rencana anggaran Dinas;

k. bersama-sama dengan para Kepala Bidang/Sub Bagian dan para Kepala
Seksi melaksanakan asistensifpembahasan rencana anggaran Dinas
dengan satuan kerja terkait /Tim fPanitia Anggaran:; .

. menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran
Subbagian Program;

m. menyajikan data pelaksanaan kegiatan Dinas;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/program/

kegiatan Dinas, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;

dan

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

s

Bagian Ketiga
Bidang Pendidikan Anglr Usia Dini, Nonformal dan Informal (PAUDNI)
Fasal 8

Bidang PAUDNI dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

Kepala Bidang PAUDNI mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam
mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang PAUDNI.

Untuk menyelenggarakan tupas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala

Bidang PAUDNI mempunyai fungsi :

a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang PAUDNI, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas,

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

¢. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

e. melaksanakan kebijakan di Bidang PAUDNI, sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. menetapkan kebijakan dan standar operasional PAUDNI, sesuai dengan
perencanaan strategis tingkat provinsi dan nasional;

g. mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang pendidikan anak usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus
dan Pelatihan,; _

h. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang pendidikan anak usia
dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

i. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan analk
usia dini dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan,

j. mengoordinasikan dan supervisi pengembangan pendidikan anak usia dini
dan keaksaraan dan Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

k. memberikan bimbingan teknis dan evaluasi di Bidang PAUDNI;

1. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala [hnas, yang
berkaitan dengan kepiatan pembinaan dan pengurusan Bidang PAUDNI,
dalam rangka pengambilan keputusan/kebijakan;

m. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;



mengelola dan menpgoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan
pelaksanaan anggaran Bidang PAUDNI;

bersama dengan Sekrelaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana
anggaran Bidang PAUDNI dengan satuan Kkerja terkait/Tim/Panitia
Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang
PAUDNI, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan: dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Pendidikan Anak Usia Dini
Pasal 9

(1) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertangpung jawab kepada
Kepala Bidang PAUDNI.

(2) Seksi Pendidikan Anak Usia Dini mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan teknis
anak usia dini di bidang PAUDNIL

™ (3} Penjabaran tugas Seksi Pendidikan Anak Usia Dini sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) adalah :

'a‘

b.

C.
d.

ta

Pl »
]

S
*

VPRETHR

menyusun rencana dan program kerja Selesi Pendidikan Usia Dini, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memntivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan PAUD,
melaksanalkan proses pemberian izin pendirian sefta pencabutan izin
penyelenggaraan pendidikan anak usia dini,

menyusun standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendidikan
anak usia dini;

memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program pendidikan anak usia
dint;

mengelola pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana dan
prasarana pendidikan lommai dan non formal;

mengelola pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan prasarana
pendidikan formal dan non formal,

melaksanakan lomba kreatifitas anak usia dini;

melaksanakan evaluasi akhir pendidikan anak usia dini;

. melaksanakan pembinaan pendidikan dan tenaga kependidikan PAUD;

merencanakan kebutuhan lenaga pendidik dan kependidikan PAUD;
merencanakan kegiatan PAUD {Kober, TPA dan SPS) melalui keluarga;
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal duan Informal, yang berkaitan
dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis serta pemberian bimbingan
teknis pendidikan anak wusia dini, dalam rangka pengambilan
keputusan /kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal
dan Informal, setiap selesai melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran  dan  pelaksanaan
anggaran Seksi Pendidikan Anak Usia Dini;

melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pendidikan
Analt Usia Dini dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia
Angparan;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pendidikan Anak Usia Dini, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan



u. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan
Pasal 10

{1} Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan dipimpin oleh seocrang Kepala Seksi yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang PAUDNL

(2) Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatihan mempunyai tugas membantu Kepala
Bidang melaksanakan pembinaan dan standar teknmis serta pemberian
bimbingan teknis Pembinaan Kursus dan Pelathan di Bidang PAUDNI.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Pembinaan Kursus dan Pelatthan sebagaimana
dimmaksud pada ayat (2) adalah :

ai

b.

c.
d.

menyusuin rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Kursus dan
Pelatihan, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
Lawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaltsanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawaharn;

merencanakan kebutuhan tenaga pendidik dan kependidikan kursus dan
kelembagaan,

melaksanakan proses pemberian izin pendirian serta pencabutan izin
penyelenggaraan kursus dan kelembagaan; '

menyusun standar norma, pedoman, kriteria dan prosedur pendirian
kursus dan kelembagaan;

memberikan bimbingan teknis dan evaluasi program kursus dan
kelembagaan,

melaksanakan lomba pada lembaga kursus dan kelembagaan berprestasi;
melaksanakan ujian nasional pada lembaga kursus;

melaksanakan pembinaan tenaga pendidik dan kependidikan lembaga
kursus dan kelembagaan,

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
PAUDNI, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar tekmis
serta pemberian bimbingan {eknis Pembinaan Kursus dan Pelauhan, dalam
rangka pengambilan keputusan fkebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang PAUDNI, sctiap sclesai melaksanakan
tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi
Pembinaan Kursus dan Pelatihan;

bersama  dengan  Kepala  Subbagian  Program  melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pembinaan Kursus dan
Pelatihan dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran/Panitia Anggaran;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan ugas/kepiatan Seksi
Pembinaan Kursus dan Pelatihan, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat
Pasal 11

(1) Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi
yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab
kepada Kepala Bidang PAUDNI.



{2} Seksil Pembinaan Pendidikan Masyarakat mempinyai tugas membantu Kepala
Bidang melaksanakan pembinaan dan standar teknis serta pemberian
bimbingan teknis pendidikan keselaraan di Bidang PAUDNI.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Pembinaan Pendidikan Masyarakat sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) adalah :

a.

b.

C.
d.

™™

menyusun rencana dan program kerja Seksi Pembinaan Pendidikan
Masyarakat, sebagai pedoman pelaksanaan tugas:

mendistribuzsikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilal pelaksanaan tugas
bawahan;

mengkoordinasilcan pelaksanaan kebijakan pendidikan keaksaraan,
pengembangan budaya baca, pendidikan pemberdayaan perempuan,
pendidikan kepemudaan, pengarusutamaan gender di bidang pendidikan,
pendidikan keorangtuaan dan pendidikan masyarakat sejenis lainnya;
merencanakan kebutuhan tenaga pendidik pendidikkan masyarakat;
memberikan saran dan bahan pertmbangan kepada Kepala Bidang
PAUDNI, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan standar teknis
serta pemberian bimbingan teknis pendidikan masyarakat, dalam rangka
pengambilan keputusan fkebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang PAUDNI, setiap selesai melaksanakean
tugas/penugasan;

menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
angearan Seksi Pembinaan Pendidikan Masyaralkat;

bersamna  dengan Kepala  Subbagian  Program = melaksanakan
asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Pembmaun Pendidikan
Masyarakat dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran /Panitia Anggaran;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Pembinaan Pendidikan Masyarakat, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Eeempat
Bidang Pendidikan Dasar
Pasal 12

(1} Bidang Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam

melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2} Kepala Bidang Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
mengelola urusan pemerintah dacrah di Bidang Pendidikan Dasar.

{3} Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang
Pendidikan Dasar mempunyai fungsi :

al

b.

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan Dasar,
asehagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Seksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

c. memhina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaasn tugas;
d.

memantan, mengendalikan, mengevaliasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundeng-
undangan di Bidang Pendidikan Dasar;

menetapan kebijakan dan standar operasional pendidikan dasar dan
kesetaraan pendidikan dasar, sesnai dengan perencanaan strategis tingkat
provinsi dan nasional;

mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang kuriltulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikan;



(1)

(2)

(3)

h. mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang lkurikulum, kesiswaan
dan tenaga teknis kependiikan;

i. mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan dasar dan
kesetaraan pendidikan dasar;

J- mengoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan dan
tenaga telons kependidikan tngkat satuan pendidikan dasar dan kesetaraan
pendidilcan dasar;

k. memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan kegiatan pembinasn dan pengnrusan pendidikan dasar
dan kesetaraan pendidikan dasar, dalam rangka pengambilan
keputusan /kebijakan;

I. melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

m.mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan
angguran Didang Pendidikan Dasar;

n. bersama dengan Sekretaris, melaksanaken asistensi/ pembahasan rencana
anggaran Bidang Pendidikan Dasar dengan Satuan Kerja terkait/Tim /Panitia
Anggaran;

o. mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang
Pendidikan Dasar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

p. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Kuriknlom
Fasal 13

Seksi Kurikulum dipimpin cleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Dasar.

Seksi Kurikulum mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pembinaan dan pengurusan
kurikulum di Bidang Pendidikan Dasar.

Penjabaran Tugas Seksi Kurikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

adalah :

a. 1menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahar;

c. membina dan memotivasi bawahan dalam ranghka pelaksanaan tugas,

d. memantan, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bhawahan;

e. menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan urusan kurikulum Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan
Dasar;

f. memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan menengah bertaraf
internasional dan sekolah standar nasional serta sekolah potensial;

g. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan lurikulum pada
Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar;

h. melakukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kurikulum pada
pendidilcan Pendidikan Dasar dan kesetaraan Pendidikan Dasar;

i. melakukan sosialisasi dan implementasi kurikulum pada Pendidikan Dasar
dan kesetaraan Pendidikan Dasar;

j. melaksanakan pembinzan dan pengawasan pelaksanaan kunkolum pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Dasar;

k. membantu melaksanakan ujian nasional Pendidilkan Dasar dan kesetaraan

Pendidikan Dasar {Paket A dan Bj;



mengkoordinasikan, memfasilitasikan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksaanaan ujian skala Kota dan ulangan umum;

merencanakan pemayaan penyelenggaraan ujian sekolah skala Kota;
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan
teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penilaian akreditasi Dikdas atas serta kesetaraan Dikdas;
melaksanakan pemberian dan pencabutan ijin penyelenggaraan Dikdas;
melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pendidikan Dasar, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan,
pengarahan, pengurusan dan pengembangan Dikdas, dalam rangka
pengambilan keputusan fkebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Kunkulum,
melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Kurikulhim
dengan Satuan Kerja terkait/Tim Anggaran /Panitia Anggaran;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Kurikulum, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan Lugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksl Kesiswaan

Fasal 14

(1} Seksi Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksaqakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Dasgar.

(2) Seksi Kesiswaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang menyusun dan
melaksanakan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengurusan
kesiswaan Pendidikan Dasar.

(3) Penjabaran Tugas Seksi Kesiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2]

adalah :

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesiswaan, sebagai pedoman
pelalksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjulkt pelaksanaan fugas kepada
bawahan;

c. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

d. memantau, mengendalikkan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

e. memberikan izin mutasi siswa satuan pendidikan dasar;

f melaksanakan pembinaan, pemantauan dan evaluasi kegiatan
ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dasar;

g menvelenggarakan scleksi dan lomba kreatifitas dan kompetensi siswa
satuan pendidikan dasar dan kesetaraan pendidilkan dasar;

h. melaksanakan olimpiade olah raga seni siswa pada satuan pendidikan dasar;

i. melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan siswa
di lingkungan sekolah pada satuan pendidikan dasar;

j. melaksanakan penerimaan siswa baru (PSB} pada sawan Dikdas
bekerjasama dengan UPTD Pengumpulan Pengolahan Data Pokok Pendidikan
dan Teknologi Informasi serta Seksi Kesiswaan Bidang Pendidikan
Menengah;

k. Fasilitasi dan kemitraan dengan ikatan alumni Dikdas;

et
L]

Melaksanakan pengnrusan pengesahan/legalisir STTB/Surat Keterangan
Pengganti [jazah Hilang dan surat/dokumen siswa sejenisnya;

m.memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang

Pendidikan Dasar, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan



pengurisar urusan kesiswaan, dalam rangka pengambilan
keputusan fkebijakan;

. melaporkan kepada Kepala Biudang Pendidikan Dasar, setiap selesat

melaksanakan tugas/penugasan;

. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan

anggaran Seksi Kesiswaan;

. melaksanakan asistensi/ pembahasan rencana anggaran Scksi Kesiswaan

denpan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi

Kesiswaan, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan hingsinya.

Paragraf 3
Seksi Tenaga Teknis
Fasal 15

(1) Seksi Tenaga Teknis dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Bidang Pendidikan Dasar.

2 (2) Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan
pengurusan tenaga tekms kependidikan dasar.

(3) Penjabaran tugas Tenaga Teknis sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
adalah :

.

b.

c.
d.

°eHg

menyusun rencana dan program kerja Scksi Tenaga Tekmus, sebagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan tenaga teknis kependidikan di Bidang Pendidikan Dasar;
merencanakan kebuinhan pendidik dan kependadikan nnluk Dhkdas dan
kesetaraan pendidikan dasar, sesuai kewenangannya,

mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan kependidikan
untuk pendidikan dasar, sesuai kewenangannya,

mengusilkan pemindahan/mutasi pendidik dan kependidikan untuk
pendidikan dasar sesuai Kewenangannya,

mengusinlkan peningkatan kesejahteraan, penghargaan dan pelindungan
pendidik dan kependidikan untuk pendidikan dasar dan kesetaraan
pendidikan dasar, sesuat kewenangannya;

membina dan mengembangkan SDM, profesi dan karir tenaga pendidik dan
kependidikan untuk pendidiken dasar dan kesetaraan pendidikan dasar,
sesuai kewenangannya;

Validasi sertifikasi tenaga pendidik untuk pendidikan dasar dan kesetaraan
pendidikan dasar,

mengusulkan pemberhentian pendidik dan kependidikan untuk pendidikan
dasar dan kesetaraan pendidikan dasar karena alasan pelanggaran
peraturan perundangan-undangan,;

. melaksanakan usulan pemberian ijin memimpin pendidikan dasar swasta;

melaksanakan pemberdayaan peranan warga sekolah;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pendidikan Dasar, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan, pengarahan
dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan, dalam rangka
pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Dasar, setiap selesal
melaksanakan lugas/penugasan;



q. menylapkan pra rencana anggaran dan pelaksanasn anggaran Seksi Tenapa

r.

5.

Teknis;

melaksanakan asislensif/pembahasan rencana anggaran Seksi Tenaga
Teknis dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Tenaga Tekmis, berdasarkan kelentuan peraturan perundang-undangan;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain vang diberikan olch atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Bidang Pendidikan Menengah
Fasal 16

(1) Bidang Pendidikan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam
melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala
Dinas.

(2) Kepala Bidang Pendidikan Menengah mempunyai tugas membantu Kepala
Dinas mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Pendidikan Menengah.

-~ (3) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2}, Bidang
Pendidikan Menengah mempunyai fungsi :

.

b.

C.
d.

mengelola penyusunan rencana dan program kerja Bidang Pendidikan
Menengah, scbagai pedoman pelaksanaan tugas;

mendisiribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada para
Kepala Scksi, sesuai dengan bidang tugasnya;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahen penyusunan den menelaah peraturan perundang-
undangan di Bidang Pendidikan Menengah;

menetapan kebijakan dan standar operasional pendidikan menengah dan
kesetaraan pendidikan menengah, sesual dengan perencanaan siratcgis
tingkat provinsi dan nasional,

mengelola penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum
bidang kurikulum, kesiswaan dan tenaga teknis kependidikarn;

mengelola pembinaan dan pelaksanaan tugas bidang kurikulum, kesiswaan
dan tenaga teknis kependiikan;

mengelola penyediaan bantuan biaya penyelenggaraan pendidikan
menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

mengoordinasikan dan supervisi pengembangan kurikulum, kesiswaan dan
tenaga teknis kependidikan tingkat satuan pendidikan menengah dan
kesetaraan pendidikan menengah;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Dinas, yang
berkaitan dengan Xkepiatan pembinaan dan pengurusan pendidikan
menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, dalam rangka
pengambilan keputusan fkebijalkan;

melaporkan kepada Kepala Dinas, setiap selesai melaksanakan
tugas/penugasan;

mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana dan pelaksanaan
angegararn Bidang Pendidikan Menengah,

melaksanakan asistensif pembahasan rencana anggaran Bidang
Pendidikan Menengah dengan Satuan Kerja terkait/Tim fPanitia Anggaran;
mengelola evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Bidang
Pendidikan Menengah, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



Paragraf 1
Seks]l Kurikulum
Pasal 17

(1) Seksi Kurikulum dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan

tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Pendidikan Menengah.

(2) Sekst Kurikulum mempunyait tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijjakan daerah pembinaan dan pengurusan
kurikulum di Bidang Pendidikan Menengah.

(3) Penjabaran tugas Seksi Kurnikulum sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)
adalah :

a‘l-

b,

C,
d.

BB

menyusun rencana dan program kerja Seksi Kurikulum, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

mendistribusikan dan memberni petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan:

menyiapkan bahan penyusunan dan menelash peraturan perundang-
undangan urusan kurikulum pendidikan menengah dan kesetaraan
pendidikan menengah,;

memantau dan mengevaluasi satuan pendidikan menengah bertaraf
internasional dan sekolah standar nasional serta sekolah potensial;
melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan kunkuilum pada
pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

melalkukan sosialisasi kerangka dasar dan struktur kuribmlum pada
pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah,

melakukan sosialisasi dan implementasi kurikulum pada pendidikan
menengah dan kesetaraan pendidilkan menengah;

melaksanakan pembinaan dan pengawasan peluksanaan kurikulum pada
pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah,

membantu melaksanakan ujian nasional pendidikan menengah dan
kesetaraan pendidikan menengah (Paket Cj;

mengkoordinasikan, memfasilitasikan, memantau, dan mengevaluasi
pelaksaanaan ujian skala Kota dan ulangan umum;

merencanakan pembiayaan penyelenggaraan ujian sekolal skala Kota,
mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, pemberian bimbingan
teknis, dan evaluasi penerapan norma, standar, prosedur, kriteria
pelaksanaan penilaian akreditasi sckolah menengah atas serla keselaraan
sekolah menengah atas;

melaksanakan pemberian dan pencabutan ijin penyelenggaraan pendidikan
menengah;

melaksanakan fasilitasi kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri;
memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pendidikan Menengah, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan,
penigarahan, pengurusan dan pengembangan pendidilkkan menengah, dalam
rangka pengambilan keputusan /kebyakan,

melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikun Menengah, sclap selesa
melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan rencana dan pelaksanaan anggaran Seksi Kuriloalum;
melaksanakan asistensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Kurikulum
dengan Satnan Kerja terkait/Tim Anggaran /Panitia Anggaran;
melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Kurilaulum, berdasarkan kelentuan peraturan perundang-undangan; dan
melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberilkan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.



(1)

(2)

(3)

(1)

(2)

Paragraf 2
Seksi Kesiswaan
FPasal 138

Seksi Kesiswaan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanalan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Fendidikan Menengah.

Seksi Kesiswaan mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan
penyusunan dan pelaksanasn kebijakan daerah di bidang pembinaan dan
pengurusan kesiswaan pendidikan menengah.

Penjabaran Tugas Seckst Kesiswaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2)

adalah:

a. menyusun rencana dan program kerja Seksi Kesiswaan, sebagai pedoman
pelaksanaan tugas;

b. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

c. membina dan memotivasi bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas;

d. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

e. memberikan izin mutasi siswa satuan pendidilkan menengah;

f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi kegiatan ckstrakurilculer pada

satnan pendidikan menengah;

g. menyelenggarakan seleksi dan lomba kreatifitas dan kompetensi siswa
satuan pendidikan menengah dan kesetaraan pendidikan menengah;

h. melaksanakan olhmpiade olah raga seni siswa pada satuan pendidiken
menengah;

i. melaksanakan pembinaan kesiswaan dan penanggulangan kenakalan
remaja di lingkungan sckolah pada satuan pendidikan menengah,

j. melaksanakan penerimaan siswa baru (PSB} pada satuan pendidikan

menengah bekerjasama dengan UPTD Dapodik dan TI serta Seksi
Kesiswaan Bidang Pendidikan Menengah;

k. memfasilitasi dan kemitraan dengan ikatan alumni sekolah menengah atas;

melaksanakan pengurusan pengesahan/legalisir STTB/Surat Keterangan

Pengganti [jazalh Hilang dan surat/dokumen siswa sejenisnya,;

m. memberikan saran dan bahan periimbangan kepada Kepala Bidang
Pendidikan Menengah, yang berkaitan dengan kegiatan pembinaan dan
pengurusan urusan kesiswaan, dalam rangka pengambilan
keputusan/kebijalkan;

n. melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

0. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan
anggaran Seksi Kesiswaan;

p. melaksanakan asisiensi/pembahasan rencana anggaran Seksi Kesiswaan
dengan Satuan Kerja terkait/Tim/Panitia Anggaran;

g. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Kesiswaar, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Tenaga Teknis
Pasal 19

!—I

Seksi Tenaga Teknis dipimpin coleh seorang Kepala Seksi yang dalam
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Bidang Pendidikan Menengah.

Seksi Tenaga Teknis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang
melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang
pembinaan dan pengurusan lenaga teknis kependidikan menengah,



(3) Penjabaran Tugas Scksi Tenaga Teknis scbagaimana yang dimaksud pada ayat
(2] adalalr :

H.

b.

C.
d.

m

o F

menyusun rencans dan program kerja Seksi Tenaga Teknis, scbhagai
pedoman pelaksanaan tugas;

mendistribusilcan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada
bawahan;

membina dan memeoetivasi bawahan dalam rangka pelalksanaan tugas;
memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

menyiapkan bahan penyusunan dan menelaah peraturan perundang-
undangan tenaga teknis kependidikan di Bidang Pendidikan Menengah;
melaksanakan usulan pemberian ijin memimpin sekolah menengah swasia;
merencanakan kebutuhan pendidik dan kependidikan untuk pendidikan
menengah dan kesetaraan pendidikan menengah, sesuai kewenangannya;
mengusulkan pengangkatan dan penempatan pendidik dan kependidikan
untuk pendidikan menengah, sesuai kewenangannya;

mengusulkan pemindshan/mutasi pendidik dan kependidikan untuk
pendidikan menengah sesuai kewenangannys;,

mengusulkan peningkatan kesgjahteraan, penghargaan dan pelindungan
pendidik dan kependidikan untuk pendidikan menengah dan kesetaraan
pendidikan menengah, sesuai kewenangannya,

membina dan mengembangkan profesi dan karir tenaga pendidik dan
kependidikan untuk pendidikan menengah dan kesctaraan pendidilkan
menengah, sesuai kewenangannya;

memvalidasi serdfikasi tenaga pendidik untuk pendidikan menengah dan
kesetaraan menengah;

mengusulkan pemberhentian pendidik dan kependidikan untuk pendidikan
menengah dan Kesctaraan pendidikan menengah karena alasan
pelanggaran peraturan perundangan-undangan;

melaksanakan pemberdayaan warga sekolah;

memberikan saran dan bahan pertimbangan kepada Kepala Bidang
Pendidikan Menengah, yang berkaitan dengan Lkegiatan pembinaan,
pengarahan dan pengurusan tenaga teknis pendidik dan kependidikan,
dalam ranpgka pengambilan keputusan/kebijakan;

melaporkan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah, setiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

menyiapkan pra rencana anggaran dan pelaksanaan anggaran Seksi Tenaga
Teknis;

melaksanakan asistensi/pembahasun rencana anggaran Seksi Tenaga
Teknis dengan Satuan Kerja terkait/Tim /Panitia Anggarat,

melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan Seksi
Tenaga Teknis, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
dan

melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

Baglan Keenam
Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset
Pasal 20

{1} Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang
dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(2} Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset mempunyai tugas membantu Kepala Dinas
mengelola urusan pemerintah daerah di Bidang Sarana Prasarana dan Aset
Dinas.

(3] Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {2), Bidang
Sarana, Prasarana, dan Aset mempunyai fungsi :



(1)

(@)

(3)

a. mengelola penyusunan rencana dan program kerja bidang sarana prasarana
dan aset, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

L. menyiapkan Dbahan analisis kebutuhan saranada prasarana sekolah
berdasarkan kebutuhan pendidikan;

c. mengelola  sarana  prasaranafaset sekolah dan  mengkoordinir
penyelenggaraan pengelolaan SHCATLE prasarana/aset dinas
pendidikan /sekolah;

d. pengaturan pengadaan sarana prasarana pendidikan/sekolah termasuk
sesuai kebutuhan dan peraturan yang berlalou;

e. mengelola pengawasan, pengendalian, pendistribusian, pemanfaatan,
penggunaan, pengamenan, pemeliharaan sarana prasaranafaset dinas
pendidikan /seicolah;

f. membantu dalam manajemen dan menyusunan laporan pengelolaan sarana
dan prasarana dinas pendidikan /sekolah,;

g. menyusun pedoman, pengembangan, pengciolaan sarana prasarana dan
asset dinas pendidikan fsckolah;

h. mengkoordinir penataausahaan, inventarisasi, pendataan/sensus,

pengumpuilan bahan data sarana prasarana dan aset dinas
pendidilcan /selrolah;

i. membaniu menyusun/pengkajian kebijakan umum sarana prasarana dan
manajemen sarana prasarana dan assel dalam benluk syslem informnasi
BMD;

j. mengelola dan mengoordinasikan penyusunan rencana anggaran dan

pelaksanaan anggaran bidang sarana prasarana dan aset;

k. bersama dengan sekretaris melaksanakan asistensi/pembahasan rencana
angearan dinas dengan satuan kerga terkait/tim/panitia anggaran;

. melaksanalkan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegatan bidang
sarana prasarana dan aset, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan

m.melaksanakan (ugas kedinasan lain yang diberikan oleh alasan sesua
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 1
Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar
Pasal 21

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dipimpin oleh seorang Kepala
Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset.

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar mempunyai tugas membantu
Kepala Bidang melaksanakan penyusunan dan pembinaan standar teknis dan
penyediaan sarana dan prasarana pendidikan dasar.

Penjabaran Tugas Selsi Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar sebagaimana
dimaksud pada ayat (2} adalah:

a. menyusun rumusan, pedoman dan petunjuk teknis yang berkaitan
dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan dasar;

b. menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana pendidikan
dasar, sebagai pedoman pelaksanaan lugas;

c. mengumpulkan data dan bahan sarana prasarana pendidikan dasar
termasuk kebutuhan sarana prasarana pendidikan dasar;

d. membantu menyiapkan bahan penyelenggaraan pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

e. melakukan pembinaan mansjemen pengelolaan, penatausahaan sarana
prasarana asset pendidikan dasar;

f. menylapkan penatausahaan serta menyiapkan bahan dalam rangka
pelaksanaan pengadaan sarana prasarana pendidikan dasar sesual
dengan keleniuan yang berlaku;

g. mengelola sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan
dasar;



. melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana

dan prasarana pendidikan menengah;

melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan
prasarana pendidikan dasar;

menginveniarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan
dengan pengamanan pemeliharaan dan distribusi, penggunasn,
pemanfaatan, penggunas dan penghapusan sarana prasarana aset
pendidikan dasar serta menyiapkan bahan petunjizk pemecahan masalah
meneliti dan menyiapkan bahan dalam rangka pembuatan berita acara
pemeriksaan, penerimaan, penolakan sarana prasarana dan tata
adminisirasi asset pendidikan dasar;

melaksanakan evaluast dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegialan seksi
sarana prasarana pendidikan dasar, berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan

. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuan

dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
Pasal 22

(1) Seksi Sarana dan Prasarana Pendidiken Menecngah dipimpin oleh secorang
Kepala Seksi yvang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sarana, Prasarana, dan Aset.

(2}

(3)

Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah mempunyai tugas
membantu Kepala Bidang melaksanakan penyusunan standar tekmis serta
pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah.

Penjabaran Tugas Seksi Sarana dan Prasarana Pendidikan Menengah
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :

a.

b.

menyusun rumusan, pedoman dan petunjuk tekms yang berkaitan
dengan pengelolaan sarana dan prasarana pendidikan menengah;
menyusun rencana dan program kerja seksi sarana prasarana pendidikan
menengah, sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

mengumpulkan data dan bahan sarana prasarana pendidikan menengah
termasuk kebutuhan sarana prasarana pendidikan menengah;
membantu menytapkan bahan penyelenggaraan pengadaan barang dan
jasa sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

melakukan pembinaan manajemen pengelolaan, penatausahaan sarana
prasarana asset pendidikan menengah;

menylapkan penatausahaan serta menyiapkan bahan dalam rangka
pelaksantaan pengadaan sarana prasarana pendidikan menengah sesuar
dengan ketentuan yang berlaku;

mengelola sarana dan prasarana pendidikan pada jenjang pendidikan
menengah;

melaksanakan pengawasan terhadap pemenuhan standar nasional sarana
dan prasarana pendidikan menengah;

melaksanakan pengawasan pendayagunaan bantuan sarana dan
prasarana pendidikan menengah;

menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang  berhubungan
dengan pengamanan pemeliharaan dan distribusi, penggunaan,
pemanfaatan, penggunaa dan penghapusan sarana prasarana aset
pendidikan menengah serta menyiapkan bahan pemnjuk pemecahan
masalah;



(1)

(2)

(3)

k. meneliti dan menyiapkan bahan dalam rangka pembuaian berita acara
pemeriksaan, penerimaan, penolakan sarana prasara dan tata
administrasi aset pendidikan menengah;

L. melaksanakan evaluasi dan pelaporan peiaksanaan tupas/kegiatan scksi
sarana prasarana pendidikan menengah, berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan, dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai
dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 3
Seksi Aset
fasal 23

Seksi Aset dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan
tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang
Sarana, Prasarana, dan Asel.

Seksi Aset mempunyai tugas membantu Kepala Bidang melaksanakan
penyusunan dan pembinaan standar teknis pengadaan, pembinaan,
pengelolasn dan pengawasan aset dinas.

Penjabaran Tugas Seksi Asef sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah .
a. menyusun rencana dan program kerja seksi aset, sebagal pedoman

pelaksanaan tugas;

b. membina dan memoiivasi bawahan dalam pelaksanaan tugas,;

c. memantau, mengendalikan, mengevaluasi, dan menilai pelaksanaan tugas
bawahan;

4. merencanakan kebutuhan dan standarisasi pengelolaan aset dinas;

menyiapkan bahan dan penyusunan tata cara penyelenggaraan

penatausahaan, inventarisasi aset dinas,

f menyilapkan pedoman petunjuk teknis penatausahaan dan
inventarisasi/sensus aset dinas;

g. melaksanakan penatausahaan, inventarisasi/sensus dan pengumpulan
dokumen fbahan data aset dinas;

h. melakukan pembinaan manajemen pengelolaan dan penatausahaan asset
dinas;

i. melakukan penilaian untuk memberikan suatu opini nilai aset - aset dinas,

i. melakukan kodefikasi / labelisasi aset dinas;

k. melakukan pengendalian aset dinas pendidikan dengan sistem informasi
manajemen barang daerah (simbada) dengan koordinasi sekretariat dinas;

I. mengkompilasi, merekapitulasi, memverifikasi, memvalidasi, dan membuat
laporan inventarisir, aset dinas sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

m. menyusun laperan mutasi aset dan daftar mutasi aset setiap semester dan
tahun anggaran;

n. melakunkan koordinasi dan kerjasama dengan unit terkait terhadap
penataausahaan pencatatan, pelaporan dan pembukuan aset;

0. melaksanakan pengawasan pendayagunaan asct dinas;

p. membuat laporan aset dinas;

q. melaporkan kepada kepala bidang sarana, dan prasarana, seciiap selesai
melaksanakan tugas/penugasan;

r. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan selsi
aset, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

s. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesual
dengan tugas dan fungsinya.

@



BAB IV
EETENTUAN PENUTUP
Pasal 24

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Padang

Nomor 27 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Dinas Pendidikan
(Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 27), dicabul dan dinyalakan tidak berlaku.

Pasal 25

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Bernta Daerah Kota Padang.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 22 Deyomeer 201

Diundangkan di Padan
pada langgal 28 Degomber P

SERRETARIS D KOTA PADANG

H. SYAFRIL BASYIR, SH
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719541215 198101 1 001
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